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Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan
menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

ABSTRAK

Desi Melasari

Penelitian Ini_bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Peraturan Desa No 9
Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meraeun,lkan Di Sungai ) Di Desa
Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang
berlokasi di Kantor Desa paya Rumbai adalah Survey Deskriptif karena penelitian
ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan
yang ada. Terdapat 6 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu,
Seluruh aparatur Desa dan masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang. Teknik
penarikkan sampel yang dipergunakan adalah menggunakan teknik sensus dan
teknik accidental sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data
primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik data kuesioner dan wawancara
serta data sekunder yang dikumpulkan dengan-teknik observasi dan dokumentasi
yang merupakan sumberdata dan informasi serta keterangan dari pihak-pihak yang
berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan teknik analisis ini dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa No-9 Tahun 2015 ( Studi
Larangan menyetrum “Dan Meracun lkan DiSungai ) Di Desa Payarumbai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan Cukup Terlaksana
Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan sanksi
yang diberikan harus lebih tegas dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat agar
pelaku yang melakukan penyentruman merasa kan jera supaya tidak ada lagi
masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap

sentrum dan racun.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi dan Peraturan Desa.
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Implementation of Village Regulation No. 09 of 2015 concerning Prohibition of
Shocking and Poisoning Fish in Rivers (Study in Paya Rumbai Village,
Seberida District, Indragiri Hulu Regency)

ABSTRACT

groups and the sample -ir _ = 1S d s and fishing
communities tot ' | .;_ e Sa Se using census
techniques and” accidental sampling: technique ’ nd data collection
techniques - ima e C alre and interview

data technigues and 3 0 /a and documentation

sanctions given to be more assertive and in accordance with the policy made so

that the perpetrators who conduct the arrest feel deterred so that no more people

or fishermen do fishing with centrum and poisons.

Keywords: Policy, Implementation and Village Regulations.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

secara terus-me S me ( ] C alikan sumber-

sumber d a gerak-gerik pemanfata yan peraturan-

administrator saja yang melaksanakan aktivitas suatu organisasi, melainkans

seluruh anggota organisasi.

Salah satu makna yang terkandung dalam definisi adminitrasi adalah dapat
di artikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau
lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya, Artinya administrasi merupakan bagian yang penting



dalam dari kehidupan manusia,dimana adanya saling membutuhkan antara satu
dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu administrasi
dapat disimpulkan sebagian terencana yang di lakukan sekelompok orang dalam

bekerjasama untuk‘mencapai tujuan atas dasar.efektif,efisien.dan rasional.

Kegiatan administrasi berada pada organisasi. Yang mana organisasi
menurut Gullick (dalam Usman;.2013;486) organisasi adalah alat saling hubungan
satuan-satuan . kerja yag memberikan mereka Kkepada orang-orang Yyang
ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan
oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak

sampai kebawah dari seluruh organisasi.

Sedangkan untuk mengatur berbagai kegiatan.dalam organisasi diperlukan
manajemen yaitu suatu proses khusus yang terdiri “dari perencanaan,
pengorganisasian,  pelaksanaan'{ dam ;pengawasan yang.. dilakukan untuk
menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan
sumberdaya manusia dan lainnya. Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas
(2009;13) yaitu :

a. Man atau manusia, ‘dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai
sumberdaya manusia.

b. Money ata uang, uang merupakan sumber kekuatan utama kedua
setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan didalam organisasi
juga membutuhkan financial.

c. Method yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud
dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam
membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan
berkelanjutan.

d. Machine yang artinya mesin. Maknanya bahwa mesin yang dimaksud
merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang
membantu kelancaran bergeraknya suatu organisasi.



e. Material adalah materi, bahan dalam organisasi. Peralatan yang
dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak
selain mesin yang berupa perangkat keras.

f. Market merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan
terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi
privat atau-bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk
tempat-akhir dalam pemasaran produk.

Sementara itu, manajemen lebih berfokus pada pengoptimalan fungsi dari
salah satu unsure organisasi Yyaiturmanusia, sebagal unsure utama yang sangat
menetukan keberlanjutan hidup sebuah organisasi. ‘Karena jika sumber daya
manusia suatu organisasi berkualitas, maka hidup dari sebuah organisasi pun akan
berkualitas. Untuk itu diperlukan manajemen sumberdaya manusia sebagai suatu
pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai-suatu pengelolaan
dan pendayagunaan sumberdaya yang ada pada individu (pegawai) dan juga

merupaka proses usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang.tidak terlepas dari penyelenggaran
Otonomi daerah. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak)
dalam peleyanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk
keberhasilan semua program. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014
mengakui adanya otonomi“yang. dimiliki-oleh desa dan kepala desa dapat
diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ada pasal 18,
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa mencakup :

1. Kewenangan berdasarkan hak asa usul;

2. Kewenagan lokal berskala desa;

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah
Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;



4. Kewenagan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah
Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 22 menjelaskan penugasan
dari  pemerintah_ . dan/atau.. Pemerintan daerah- kepada Desa meliputi
penyelenggaran Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan dalam pasal 68 ayat
2 menjelaskan kewajiban masyarakat desa sebagai berikut :

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa,

2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa yang baik,

3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di
desa,

4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawratan, pemufakatan,

kekeluargaan dan kegotong royongan di Desa, dan
5. Berpasrtisipasi dalam berbagai kegiatan Desa.

Prinsip .yang mengharuskan penyelenggaraan. Negara (pemerintah)
membuka diri terhadap hak masyarakat' untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaran Negara. Partisipasi
masyarakat dalam kegiatan politik terutama dalam proses pengambilan kebiajkan
publik didesa bertujuan untuk.melakukan pembatasan kekuasaann dan melakukan
control social terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga
pemerintah desa harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa sebagai
dasar pengambilan keputusan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat
diharapkan peluang pemerintah desa untuk menggunakan Peraturan desa sebagai

alat politik dalam memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat di minimalisir.
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Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 juga menerangkan bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan

lingkungan hidup be 3 ‘ € jan sehingga tidak
terjadi ker : -
lainnya ya
lingkungan ¢

masyarakat.

betapa pentingnya kelestarian ala etapi kadangkala sesuatunya sudah
terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai.Bila sungai,
danau, rawa , pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai
merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya
sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar serta ancaman

serius terhadap ikan laut, dengan bukti menurunnya hasil tangkapan baik

pemancing maupun nelayan.
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Pada Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu,
terdapat Masalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum dan racun

dapat merusak ekosistem yang ada disungai. Setrum lkan merupakan suatu alat

atau pasar. Deng | batera ) da umparan yang

kita sebut tra ¢ akit alat setrum ikan ini.

Penggunaa ini 2K me 3 ngalatinidapat

menghasilkan - : ala sada kelangsungan

berkurang. Cara ini juga merugikan para pencari ikan yang menggunakan cara-
cara tradisional seperti memancing, menjaring, menjala dan sebagainya. Para
pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan
pendapatan secara drastis karena tempat yang ia pancingi telah di setrumi para
tukang setrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia

memancing sama saja seperti hari seelumnya yaitu mendapat sedikit ikan.
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Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Rumbai yaitu
dengan membuat Pertauran Desa salah satunya adalah Peraturan Desa Nomor No

9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun lkan Di Sungai

Sungai
Rumbai
™
A
g
i ¥
/
lgﬁ
3. ’

Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

Dari penjelasan pasal 3 poin 2 diatas menerangkan bentuk pelangaran
yaitu larangan penangakapan ikan dengan alat sentrumdan bahan beracun. Tapi
kenyataan yang terjadi dilapangan masih adanya masyarakat yang melakukan
penangakpan ikan dengan alat sentrum dan bahan beracun. Pada hal sudah jelas

ada peraturan yang mendukung terkait dengan larangan menyetrum Dan Meracun
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Ikan Di Sungai. Di bentuk peraturan desa yang bertujuan untuk agar dapat
melindugi ekosistem lingkungan hidup ekosisitem sungai karna sungai tempat

mata pencaharian warga desa Paya Rumbai.

Rumbai yang

esa No 09

sebagaimana per s d raturan desa me ) enyentrum dan
meracun i ] ~ mengi ikan ' aga elihat melakukan
aktivitas menyent 3 ) a_kepada pemerintah

desa.

seluruh 3 3 anpa ~ terkecuali  berhak

tetapkan. Dari penjelasa pasal diatas dapat diartikan bahwa sungai memiliki
potensi pendapatan yang bila dijaga dengan baik akan berkesinambungan kepada
generasi penerus masyarakat desa paya rumbai. Dalam hal ini sosialisasi yang
dilakukan masih kurang dipahami oleh masyarakat, karena dapat dilihat hal ini
terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di sungai

menggunakan alat sentrum dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai.
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Dengan permasalahan tersebut tentu melanggar pasal 4 ayat 4 yang ada

dalam peraturan desa paya rumbai yang berbunyi seluruh masyarakat desa paya

rumbai tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi, dan memelihara

Dari sanksi dia ipa~denda yang harus dibayar ole
i sanksi d Q:"‘" harus dib leh

: &‘\ e

masyarakat yang melakukan p etapi yang terjadi sanksi yang di
buat tersebut belum dijalankan dengan baik dapat dilihat ketika ada orang yang
melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum tidak diberikan sanksi sesuai
peraturan desa tersebut, hanya berdamai begitu saja dan alat tangkapnya di ambil.

Masyarakat kurang mengetahui apa efek samping untuk keberlangsungan

ekosistem sungai. Kalau menyentrum efek sampingnya hanya ikan sekitar yang
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mati, kalau racun semua yang ada disungai ikan itu mati dan kalau pengeruhan air

ikan-ikan disungai timbul.

Adapun pelanggaran terhadap Peraturan Desa Paya Rumbai Kecamatan

Seberida Kab

Nyetru

Tabel 1.

Juml
Sumber : Has
Dalam

masyarakat yang
yang berprofesi nela

sentrum tersebut.

TAS IS
1 e prat

an

10

entang Larangan

Kecamatan
15 Tentang
dari tahun

Pelanggaran

6
2
4
2

14

, 2018.
at sentrum bukan

an tetapi masyarakat

ikan dengan alat tangkap
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Table 1.2 Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Masyarakat Berprofesi

Nelayan

No

Nama Dusun

Jumlah KK

Jumlah
Masyarakat
Berprofesi Nelayan

tabel 1.1

Kurangnya sosialisasi

terhadap peraturan desa

tentang larangan

menyetrum dan meracun ikan disungai, sehingga kurang dipahami oleh

masyarakat. hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan

penangkapan ikan di sungai menggunakan alat sentrum dan racun yang

dapat merusak ekosistem sungai.

11
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3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum dan racun, sehingga

masalah pelanggaran penyentruman ikan dan meracun ikan disungai sering

ng Larangan

a Paya rumbai

.Q‘ ‘@ Implementasi Peraturan
Desa Nomor 09 Tahu “ arangan menyetrum Dan Meracun
Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu).

12
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Yaitu penelitian ini diharapakan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi

13
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi

1.
usia sebagai
makhluk s0s a tida endiri arus melakukan
kerjasama sama, dengan
melakukan Kedudukan
administrasi tidak ha erpak a legalistis a, akan tetapi akan

tetapi berori

Dalam Ké e ; e dministrasi an sebagai :

3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

4. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;7) asal kata administrasi adalah

bahasa latin, administrare, yaitu gabungan ad (to) + ministrare (serve). Kata ini

14
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selanjutnya membentuk kata admistratio yang berari cara membantu atau

memberi bantuan.

Menurut Siagian (2006;14) Administrasi adalah keseluruhan proses

atau i ‘ ' isaha kerja sama
sekelompok manus f ama Yyang telah ditetapkan

sebelumnya.

Menurut White (dalam Syafiie 2006;13) Administrasi adalah suatu proses
yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun

swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2006;14) Administrasi adalah
segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan

oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

15
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Menurut Silalahi (dalam Zulkifli 2014;11) Tentang pentingnya kebijakan
pembagian kerja berdasarkan masing-masing hierarki organisasi. Administrasi

adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian

aspek yang le a an de F asalah terkait nilai

dan kompo

alam arti luas,
sebagaimana yang

sering Kita ehari-he : a. ara ap unsur-unsur

. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha

7. Perwakilan.

Luther (dalam Hamim 2005;2) mengemukan bahwa administrasi

berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan sebgai cara pencapaian

16
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tujuan-tujuan ditentukan dengan aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebh

suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi.

Menurut Fathoni,(2006;5) bahwa pegertian administrasi yaitu suatu proses

salah satu a s a 2 ’ an berbagai tujuan
dan cita-ci
bersama ya

organisasi te

Menjala Ses 3 as : dak tercapai dari

adanya unsu ; nen, 'sebab manaje NErupe Jerak agar tujuan

tertentu.

2. Konsep Organisasi
Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat
administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi tersebut.
Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan

dan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam sebuah organisasi

17



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka
tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem

erdiferensiasi  dan

ntuk mencapai
:75) Organisasi

adalah kumpula oses, pembagian kerja, ¢ kerja sama atau

Menurut Waldo (dalam Syafiie 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu

struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan

antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut

pandang. Pertama, Organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-

18
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kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, Organisasi dapat

dipandang sebagai proses dimana analisis interaction antara orang-orang yang

menjadi anggota organisasi itu.

2. an  organis s dipahar g orang  didalam

Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.

9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.

10. Adanya jaminan jabatan.

11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan
jasa yang diberikan.

12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

19



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut James (dalam Hasibuan 2002;25) organization is from of every

human association for the attainment of common purpose. Artinya, organisasi

adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

bekerjasama yang mencakup rangke aktifitas pembagian tugas, penunjukan
staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya
pencapaian tujuan organisasi

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi

untuk mempertahankan serta menjalankan oraganisasi. llmu dan strategi tersebut

20
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terdapat dalam konsep manajemen, dimana menajemen merupakan suatu usaha
atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan

bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan

Khusus g ari elaksanaan, dan
pengawasan ya 2 < sasaran yang telah

ditentukan

Me gic : Zulkifli anajemen  adalah
kemampuan atau kete 3 Ik mem sil dalam rangka
pencapaian

Zulkifli 20 anajem 4 5 gan maksud untuk

bidang digunakan baik ilmu penge aupun keahlian dan diikuti secara
bertututan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Dalam defenisi diatas manajemen berada dititik beratkan pada usaha
memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan

tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung

21



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian diatas dipastikan
adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi

yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada

2
=

g
o
&
g
*OF
)

"“
o .

«uIY

—
".liu," a unsur Men (manusia) ini

pada unsur lainnya, karena manusia

Methods, Materials,

merupakan unsur yang sangat pe

sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur-unsur manajemen lainnya.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (Brantas 2009;4)

22
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Selain itu menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainya

secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

manusia.
dengan ¢
dimanfaatke

kepenting

Dari
kerangka ki /ang iri ag: : acara keseluruhan
saling berkai gka mencapai suatu
ama pada bagian
arus  memiliki  ilmu
manajemen yang be : 3 pada organisasi Yyang

dipimpinannya.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu produk dari hasil musyawarah yang
dilakukan oleh pemerintah (wakil rakyat). Kebiajkan publik sangat penting karena
kebiajkan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap
kehiduppan warga negaranya dan dapat mengetahui kinerja yang dilakukan oleh

pemeritah.

23
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Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh
seorang atau kelompok orang atau pemerintah dan satu lingkungan tertentu

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksana usulan

dilihat ole : Khususnys Mel untuk

merealisasikan" tujua egara g bersar publik adalah
strategis untuk v asyaraka A masa.é ¢ asyarakat pada

masa transis

b. Pada dasarnya terdiri atast an yang saling terkait dari pola yang
mengarah kepada suatu tujuan untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat
pemerintah yang merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri

c. Bersangkuta aud dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah
dalam bidang bidang tertentu.

d. Dalam bentuk positif kemungkinan akan mencakup beberapa pemerintah

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan

24
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dalam bentuknya kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat
pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam

masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Sedang Fredr 0 endefeniskan

kebijakn publik gai serangkaia seseorang kelompok

atau suatu erintah da +' ‘ 'h ent an ancaman dan

Surbakti (1999;20) yang mengatakan bahwa kebiajakn umum merupakan bagian

dari keputusan publik.

Kemudian menurut kansil dan Christine (2003;190) kebijakan merupakan
ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk, bagi usaha
yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mewujudkan

kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai suatu tujuan.

25



Untuk implementasi kebijakan Wahap (dalam Sumaryadi, 2018;87)

menyebutkan 3 unsur penting dalam implementasi kebijakan :

1. Adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan

menjadi sasaran dan

= et
Q\\‘A‘\ .Q bahan ata

~

1]

- |

"g ngan untuk

- n pengawasan
)

= <

8 =

2 =

= = nurut Dunn

CE

E. 5 (2003;24),

s £

E ﬂ:" a.

- > b.

=

@ _‘E"

- C.

=

haﬁ ; d.

E - e.

g Sedangkan menurut Islamy ) proses dalam mengambil suatu

kebijakan meliputi :
a. Perumusan masalah kebiajkan
b. Penyusunan agenda pemerintahan
c. Perumusan usulan kebijaksanaan
d. Pengesahan kebijaksanaan

e. Pelaksanaan kebijaksanaan
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f. Penilaian kebijakansanaan

Selain itu ia juga mengungapkan ada tiga unsure yang harus diperhatikan

dala proses pembuatan keputusan yyaitu jumlah orang yang ikut mengambil

permaslaah ads : - gunakan analisis

kebiajkan d

alternative kebijakan

4. Deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan
masa lalu dari yang diterapkan alternative kebiajkan
5. Evaluasi yaitu kegunaan alternative kebiajakn dalam memecahkan

masalah.

27



Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa
kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

iy disay yejepe il udwnyo(]

uk menjalankan kebijakan

organisasl, proseaur h““@

dalam upaya untuk meraih tujua akan dan program-program.

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Sementara itu Nugroho (2009;158) menjelaskan bahwa implementasi
kebiajkan pada prinsipnyaa adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya yang memiliki rangkaian kegiatan program intervensi, proyek

intervensi, kegiatan intervensi, umpan balik (masyarakat/public).

28



Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (dalam Agustino 2012;139)
implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan  eksekutif.yang penting-atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau-sasaran ;yang ingin dicapai, dan berbagai

cara unutk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut VVan Meter dan VVan Horn (dalam Agustino 2012;139)
mendefenisikan implementasi - kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan baik. oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan-keputsan kebijaksanaan.

Menurut Lester dan stewartJr, (dalam-Agustino 2012;140) implementasi
sebagai suatu proses dalam suatu hal (output). Keberhasilan suatu implementasi
kebiajakn dapat diukur yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin
diarahkan. Hal ini tak“jauh berbeda dengan apa.yang diutarakan oleh Merrile
Grindle (dalam Agustino 2012;140) pengukuran keberhasilan implementasi dapat
dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelkasanaan program
sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari

individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebiajkan merupakan tahapan ang
sangat penting dalam keseluruhan struktur kebiajkan. Karena melalui prosedur ini

proses kebiajkan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau
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tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (dalam
Agustino 2012;141) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebiajkan. Kebijakan-kebijakan

implemente ebijaka agustino 2012;149)

yaitu :

1.
tasi kebijakan
Dalam kom -1? entasu kebijakan
Edward Il m asi yaitu : transisi
(transmission), Substansi kebijakan
harus dipahami ole nya. Kebijakan harus
dikomunikasikan denga ele ' isten. Apabila dalam

menyampaikan isi kebijakan tida dan tidak akurat akan berakibat pada
penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa
bertentangan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika

implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka implementor tdak hanya
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harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapabilitas untuk
melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa

implementasi itu ke tatanan praktis. Banyak implementor mempunyai wewenang

a implementor benar-benar

Ki hal ’ ent n bilaf
mungkin menghalangi Q““%

tidak setuju dengan substansi Kk dang-kadang imlementasi dihambat
oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana kebijakan
menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui untuk

meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

4. Struktur birokrasi

Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan. Menurud Edward I11 terdapat dua karakteristik utama dari struktur
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birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (SOP) dan fragmentasi. Standart

operating procedure (SOP) dikembangkan sebagai respo terhadap keterbatasan

waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya

realistis dengan

sosio-kultur " €bij S ukuran mengada

kemampuan memanfaatkan su ang tersedia. Manusia merupakan
sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses
implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang
diperhitungkan juga ialah sumberdaya financial dan sumberdaya waktu. Karena

mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah

tersedia sedangkan kucuran dana melalui amggaran tidak tersedia maka memang
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menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan

kebijakan public.

3. Karakteristik agen pelaksana

itu harusnya
sedangkan bila

kebijakan a maka dapat

dapat saja age k setegas pada

gambaran vz

'& C an yang dilaksanakan

e

genal betul persoalan dan

bukanlah hasil formula ‘ @“ ‘»’
©

permasalahan warga setempat ya asakan. Tetapi kebijakan yang akan
implementor sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah
mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginana atau

permasalahn yang ingin selesaikan.
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5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan
yang tidak ko : nenjadi bi _ egagalan kinerja
implementasi kebijakan. Ka na itU, upaya untu ng entaskan kebijakan

harus pula

pemerintah
b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
c. Adanya sanksi hukum

d. Adanya kepentingan publik

e. Adanya kepentingan pribadi

f. Masalah waktu
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2. Faktor penentu penolakan atau penundaa kebijakan

a. Adanya kebiajkan yang bertentangan dengan system nilai yang

mengada

diatas,maka dapa

kerangkadari penelitian | da gam
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Gambar I1.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09
Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di
Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu).

0
’
Y

Nty

[ 4
o
o
A
-

- '4‘%‘\1
-/,

Terlaksana

Cukup Terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis 2018.
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C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari

sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah

ditetapkan.

. Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan

seseorang kelompok atau suatu pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebiajakn yang diusulkan
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tersebut ditujukan untuk memanfaatkan posisi sekaligus mngatasi
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

5. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik

10. Lingkungan ekonomi, ialah dari segi ekonomi karna marakanya
penangkapan ikan dengan alat sentrum maka perekonomian atau
pendapatan dari masyarakat nelayan berkurang dan sosial ialah sejauh
mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public

yang telah ditetapkan.

D. Operasionalisasi Variabel
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Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan
(penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional

(pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel te

SRR aee 'o,@

E_p\sﬁAS ISLA

oo

ebut. Sedangkan variable

Skala
5
Kebijakan Terlaksana
merupakan
ketentuan- Cukup
ketentuan yang terlaksana
dijadikan Tidak
pedoman, terlaksana
pegangan,
petunjuk, bagi . Jelasnya fungsi
g_slaf:(a )k/angb _ ’ ?aﬂ . Terlaksana
ilakukan bagi anggungjawa

masyarakat Pelaksana masing-masing | _CUkup
dan aparatur pelaksana terlaksana
pemerintah Tidak
untuk . memberikan terlaksana
mewujudkan sanksi yang
kelancaran dan tegas
keterpaduan
dalam
mencapai
suatu tujuan. 3. Sikap Para (2. Pemahaman dan Terlaksana
menurut kansil Pelaksana | Pendalaman Cukup

39




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

dan Christine
(2003;190).

<
:
' |
;
o
.
g
r’
.
g
2
f

kebijakan

b. Masyarakat juga
ikut

terlaksana

Tidak
terlaksana

Terlaksana

Cukup
terlaksana

ubungan yang
baik dengan
masyarakat

b. Adanya

tanggapan positif
dari masyarakat
serta mengetahui
adanya peraturan
desa tentang
larangan
menyentrum dan
meracun ikan.

Tidak
terlaksana

Terlaksana

Cukup
terlaksana

Tidak
terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis 2018
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E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penelitian terhadap

Cukup Terl

Tidak Terla

A LLE

g
> eSS N
‘1;“5

Adapun peng

(=

Terlaksana penelitian dalam rentang

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang
presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang

presentase 1% - 34%.
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2. Karakteristik para pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang

presentase 76%-100%.

Tidak Te : : ; i an dalam rentang

3. Sika

Terlaksana 2 Hasi tor h an dalam rentang

Cukup Terlaksz i ¢ dalam rentang

Terlaksana ator variable penelitian dalam rentang

presentase 76%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang

presentase 34% - 66%.

Tidak Terlaksana . Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang

presentase 1% - 34%.
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5. Lingkungan ekonomi dan sosial, dikatakan dengan kategori sebagai

berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang

¢

Cukup

Tidak Terla

‘\\\\\\\\\@1“‘@

%
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa
PayaRumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. karena penulis lebih
memahami situasi dan kondisi di Desa Paya Rumbai serta masih ada masyarakat
yang tidak peduli terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa paya

rumbai yaitu tentang larangan nyetrum ikan dan meracun ikan. Beberapa hal

44



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

tersebut membuat penulis yang sekaligus penduduk desa paya rumbai tertarik dan

berkeinginan untuk membuat suatu usulan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

b.
ﬁ k menunjukan
‘, i statistik yang
cirinya ¢ : ,g‘ luruhan Khasan
Effendy :
o iy
! sampel penelitian
mengenai hun 2015 Tentang
Larangan menyetrum di Di Desa Paya rumbai

ini sebagai berikut :
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Tabe 111.1 :

Tabel Populasi dan Sampel tentang Implementasi Peraturan
Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum
Dan Meracun lkan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

No Sub Populasi Populasi Sampel | Persentase
1 Kepala De 1 100%
2 | Sek S 100%
3 K se 100%
SITAS|ISLA
ra
4 | Kepa
{ 100%
b u = - —
3 &= | "
Z 4k S
5 |BPD =z ] Er. > 100%
Masya n | -
lah -
]
Sumber : Dat “%NB#R
D. Teknik '
o, L]
Teknik pen n n ah bagian dari jumlah
Dan karakteristik yang 0 la un penarikan sampel dalam

Implementasi Peraturan Desa

9 Tahun 2015 Tentang Larangan

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), penarikan sampel untuk Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi

Kesra), Kepala Dusun (Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3), BPD, Dilakukan dengan

menggunakan teknik pengambilan sampel secara jenuh atau Teknik Sensus.

Teknik Sensus yaitu seluruh responden dijadikan sebagai sampel. Sedangkan
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untuk masyarakat nelayan menggunakan accidental sampling. Accidental

sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, Hikmat (2011;64).

E. Jenis dan Sumber Data

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :
a. Observasi, Yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi
penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung

kejadian sesungguhnya di lapangan.
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b. Wawancara, Yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap
responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan

yang jelas, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data dari

penelitian dan

E

adikan sampel

layan penulis

] bersumber dari

. 9.3 g
= LU

o
7
2 2 2
<>

g berhubungan

dan di uraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis
kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk table yang dilengkapi dengan
penjelasan.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai dengan Implementasi

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan
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Meracun lkan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada table 111.2 sebagai berikut:

Tabel 111.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitia
n_Desa Nomor 09 Tah

PO i 1 St K

Tentang Implementasi
015 Tentang Larangan
i (Studi Di Desa
en Indragiri

No

JenisKeg

April

h\h\‘é‘ Y "‘

Penyusunan

Seminar UP

Revisi UP

Revisi Kuisio

Rekomendasi ¢

Survay Lapang

~N (O |01 B~ W N

Analisis Data

Penyusunan Lap
Hasil Penelitian

Konsultasi Revisi
Skripsi

10

Ujian Konferehensi
Skripsi

11

Revisi Skripsi

12

Penggandaan Skripsi

Sumber : Data Olahan 2018
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Paya Rumbai

paya rumbai untuk kedua kalinya ukan pemelihan kepala desa dengan
dengan cara pemilihan kepala desa pada saat sekarang, dengan beberapa calon
kades sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan desa
paya rumbai pada pemelihan kepala desa tahun 1982 terpilih bapak zakaria sani.
Kemudian tahun 1991 ini yang terpilih menjadi kepala desa adalah bapak marjuni
SL. Rata —rata kepala desa di paya rumbai ini menjabat 1 periode masa

pemerintahan desa.
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2. Keadaan geografis

. Lahan Kosong : 2430 Ha

. Ladang : 1950,690 Ha

. Kuburan : 0,4228 Ha

. Perkantoran : 0, 0679 Ha
. Sekolah :0,2941 Ha

. Jalan : 400 Ha

. Tanah kas desa : 3 Ha

51
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10. Fasilitas umum : 1,37025 Ha

11. Pasar : 0,0480 Ha

12. Gedung pertemuan : 0,1050 Ha

=
@
=.
o
c
S
QD
5

masyarak

memang p

v

Usa
dengan c
bertujuan

mengantarka

Tabel 1V.1:

“a\?k\a\‘

No
1 K
2 SD
3 SLTP
4 SLTA 0
5 MDA 1

Sumber : Kantor Desa Paya Rumbai

c. Mata Pencaharian
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Di Desa Paya Rumbai Memiliki Sungai selebar 50 Meter. Masyarakat

Desa Paya Rumbai sangat bergantung pada air sungai. Hampir semua kegiatan

dilakukan dengan menggunakan media air atau sungai. Bahkan, mata pencaharian

Sebgaian

sebagai

Table 1V.Z

No

akat
esi Nelayan

dan populasi ikan.
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B. Struktur Organisasi di Kantor Desa Paya Rumbai

Gambar 1V.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Rumbai
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C. Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Desa Paya Rumbai

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa paya rumbai adalah :
» Tupoksi Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan.urusan pemerintahan,

pembangunan, dana kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai fungsi :

1.

o N

Memimpin menyelenggrakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD

Mengajukan rancangan peraturan desa

Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD

Menyusun dan mengajukaan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Membina kehidupan masyarakat desa

Membina perekonomian desa

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan

Melaksanakan wewenag lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

» Tupoksi Sekretaris Desa

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa.
Tugas sekretaris desa ialah :

1.

Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis
dan wilayah

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah
desa dan kemasyarakatan

Melaksnakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat
menyurat dan kearsipan

Mengumpul, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk
pembinaan dan pelayanan masyarakat

Menyusun laporan pemerintah desa

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
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» Tupoksi kasi pemerintahan

Tugas kasi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja
pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan  ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta

pendataan fungsi.

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai :

1. Menyusun program kerja bidang pemerintahan di kelurahan

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sataf sesuai tugasnya
masing-masing

3. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan

4. Membina dan mengarahkan staf dalam hal peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan
bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan

6. Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data
profil/monografi kelurahan/desa.

7. Melakukan pembinaan-terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan

8. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (
PBB) di kelurahan

9. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan-serta melaporkannya kepada
lurah

11. Melaksanakan tugas-tugas. kedinasan.lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya ‘serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada
pimpinan.

» Tupoksi Kasi Pelayanan

Perkawinan dan perceraian
Surat izin usaha

Izin keramaian / hiburan
Legalisir

Keterangan berkelakuan baik
Gotong royong

Pasar desa

Kegiatan keagamaan

LNk~ wWNE
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9. Ketenagakerjaan

10. Penyakit masyarakat
11. Pajak dan restribusi
12. Pemilu / pilkada

13. Kegiatan hari besar

. Administrasi aset desa
Inventarisasi

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9.
10. Perjalanan dinas

» Tupoksi Urusan Keuangan

. Administrasi keuangan

1

2. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Memperifikasi administrasi keuangan
4

. Administrasi siltap

» Tupoksi Kaur Umum

: Penyiapan rapat (daftar had
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Staf umum desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kaur dan kasi
desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas staff umum desa mempunyai fungsi :

1.
2.

3.

o

D.

Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah kepegawaian
Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah administrasi
keuangan

Membantu Kaur '/ Kasi dalam  pengolah urusan.perlengkapan dan
inventaris. desa

Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan rumah tangga desa
Membantu Kaur / Kasi dalam_pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan
upacara

Membantu Kaur,/*Kasi dalam pengolah urusan-surat menyurat kearsipan
dan ekspedisi ( tata usaha desa)

Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul bahan dan penyusun laporan
pemerintah desa

Membantu Kaur / Kasi dalam pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh atasan.

Sumber Daya Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai

Tabel 1V.3 Struktur organisasi pemerintahan Desa Paya Rumbai Kecamatan

Seberida Kabupaten Indargiri Hulu

No Jabatan Nama
1 Kepala Desa Rosman Yatim

2 Sekretaris Desa Arpan

3 Kasi Pemerintahan Ricki Anggara, A.Md
4 Kasi Pelayanan Andi Andika

5 Kasi Kesra Dedi Saputra

6 Kaur Tata Usaha Heru Anggara

7 Kaur Keuangan Ayu Ningsih

8 Kaur Umum Anggi. A
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil
entasi Peraturan Desa Na

penelitian tentang Im 09 Tahun 2015 Tentang

responden yang Jpakan Pegawa nto dusun, serta
masyarakat ata ayan V: rad: a Pa &g lum melakukan

analisis ter

Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi
Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), dalam
penelitian ini yang menjadi sample atau responden adalah Aparatur Desa, BPD,
Kepala Dusun dan masyarakat atau nelayan di desa paya rumbai. Berikut ini
uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur dan tingkat
pendidikan pegawai.
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1. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam

melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat

paya rumba

V.1 adalah

Tabel V.1 Dis S . 3 n Me mur Pegawai

NO Presentase
1 [18-2 22%
2 |28-3 33%
3 |38-47 45%
4 |48-57 -
5 |>57 ]
100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.1. di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah
keseluruhan responden yang merupakan Pegawai Kantor Desa paya rumbai yaitu
untuk usia 18-27 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 22% untuk usia 28-
37 tahun berjumlah 3 orang dengan presentase 33%, dan di usia 38-47 tahun

berjumlah 4 orang dengan presentase 45%. Dengan demikian dapat disimpulkan
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bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47. Karena usia 38-47

ini merupakan masa yang aktif dan produktif dalam menjalankan aktifitas.

Tabel V.2 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Masyarakat

2. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap
responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat
melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian.
Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang

jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam
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penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah
satu kriteria yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui identitas responden
berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table berikut ini. V.3

adalah sebagai beri

S hinnaetthy,

Tabel Jistr

“ c -

- erS AT ISL ARy -
NO : th esentase
BEN e F4” | :
2 | SLT Y E ‘ 22%
3 | s AR P 569%
+ | oiane(®8 12 - | -
5 'Zg- A EE 22%
6 |srataZ(@ -

‘ 100%

Sumber : Da

dengan presentase 22%. Maka dapa atahui identitas responden dilihat dari
tingkat pendidikan pada pegawai di kantor desa paya rumbai, yang lebih banyak

atau dominan yaitu SMA.
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Tabel V.4 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan
Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai

NO Usia Jumlah Presentase

SD 20 40%

28%

2%

o (O (B W N

AL

10y

Q@‘

desa paya rumbai untuk me

nelayan.

3. Jenis Kelamin
Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden
dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria biasanya lebih cepat
daripada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi dari pada pria

dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan
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kekurangan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan

melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid dan dapat

tercapai.

Presentase

100%

Tabel V.6 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin untuk
Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai

NO Usia Jumlah Presentase
1 | Laki-Laki 50 100%
2 | Perempuan - -
Jumlah 50 100%

Sumber : Data Olahan 2018

64



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari tabel V.6 diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat nelayan yang

dijadikan sebagai responden jika dilihat dai jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-

laki yaitu sebany: e 100% keseluruhan
nelayan a i dan sampel
yang be

B. T ” I Peraturan

Tentang Larangan me ' - udi Di Desa Paya
rumbai Kecamatan $ ida k ; ) dijadikan indikator
adalah sum 3 3 2 PE 3 aksana, komunikasi,

dan lingkunga

proses implementasi. Maksudnya disini yaitu peran aparatur desa dalam
melakukan pemantauan terkait dengan masyarakat yang melakukan penangkapan
dengan alat tangkap sentrum dan racun. Untuk melihat hasil tanggapan responden
yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator sumberdaya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.7 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai
Dilihat dari Indikator Sumberdaya

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah

iy disay yejepe il udwnyo(]
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sepenuhnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. karna dalam melakukan
pengawasan ini tidak ditetapkan siapa yang harus melakukan pengawasan karna

seluruh masyarakat juga terlibat dalam melakukan pengawasan.

Untuk item penilaian kedua pertanyaan Sarana dan prasarana yang
menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, yang menjawab

cukup terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab
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tidak terlaksana pegawai tidak ada yang menjawab. Jadi untuk item pertanyaan
sarana dan prasarana, pegawai mengatakan “ cukup terlaksana”. Hal ni
dikarenakan ketika ditemukan pelaku penyentruman alat tangkapnya kadang tidak

diambil oleh pihak desa hanya dikasi surat peringatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh
responden pegawai terhadap-indikator ‘sumberdaya-herada pada kategori “Cukup
Terlaksana” yakni dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% dari

keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa

Paya Rumbai Bapak Rosman Yatim, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan :

“Dengan terbitnya perdes secara ini secara tidak langsung saya selaku kepala
desa sudah melakukan pengawasan langsung, melalui RT sebagai aparatur desa
yang bersentuhan dekat dengan masyarakat juga melakukan pengawasan
langsung dengan cara sosialisasi. Ketika sebuah kebijakan sudah dibuat oleh
pemerintahan desa sudah kewajiban pemerintah desa menjalankan peraturan
yang sudah dibuat sesuai isi kebijakan yang sudah dibuat yang isinya bahwa
setiap pelaku penyentruman akan ditangkap lalu alat tangkap pelaku yang
diguankan untuk menyentrum juga disita”.

Berdasarkan hasil observasi penulis pengawasan memang dilakukan tetapi
tetap masih saja banyak yangmelakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum
dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai. Serta Ketika alat tangkap pelaku
tersebut disita bukan berarti pelaku tidak bisa membuat nya lagi. Kesimpulan dari
peneliti yaitu Disini harus lebih tegas dalam memberikan perigatan bagi pelaku
supaya tidak ada masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan

dengan alat tangkap sentrum tersebut.
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Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden
masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator

sumberdaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 T a Paya Rumbai
ikat
No I i umlah
T C
1 |Sum 50
man
mela
peng
langs
2 | Saran "8 - 50
prasar . 28%) (62%
Jumla 244 W§- 56 100
Rata- SRy k=2 50
Presen 100%
Sumber : Da 19

Dari t p&imNBm{ nden masyarakat

nelayan terha i lan pertama pada
pertanyaan Sum ngawasan langsung,
masyarakat nelayan sa anyak 10 orang dengan

presentase 20%, masyarakat n enjawab cukup terlaksana sebanyak
25 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak
20 orang dengan presentase 30%. Jadi pada item pertanyaan Sumberdaya manusia
dalam melakukan pengawasan langsung, masyarakat nelayan menyatakan “cukup

terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan kurang mengetahui siapa

apartur desa yang bertugas dalam melakukan pengawasan.
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Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Sarana dan prasarana,

masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan

presentase 28% ,yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 orang dengan

Maka da i an | : J pyak dijawab oleh
responden “cukup
terlaksana”. "yakni AN rata-rata 28 orang de entase 56% dari

keseluruhan

Karakteristik para pe a ialah mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Maksudnya disini
yaitu Minsalnya, implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah
prilaku atau tindak laku manusia secara radikal maka agen pelaksana projek itu

harusnya berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Terkait

dengan perilaku masyarakat atau nelayan desa paya rumbai yang melakukan
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penyentruman dan meracun ikan disungai harus ada sanksi yang tegas supaya ada
efek jera agar tidak terjadi hal tersebut lagi. Untuk melihat hasil tanggapan

responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator

karakteristik par ilihat
Tabel a S a Rumbai
ator Kerakteris 2
W )

No a ilaian Jumlah
1 | Jelas 8

tangg

masin 4 - -
2 | memb ' u_, 2 ! :_6 8

yang tegas (2500 B ... Gr8Y

Jumla \ 16

Rata-R 8

Present 100%
Sumber : Dat EKANBQR

Dari ta ’ nden dengan item

penilaian pertama ggung jawab masing-
masing pelaksana, peg r sebanyak 2 orang dengan

presentase 25% , pegawai yan ukup terlaksana sebanyak 6 orang
dengan presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada
yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab
masing-masing pelaksana. pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini

dikarenakan di dalam peraturan desa tersebut tidak dijelaskan siapa yang berperan

penting dalam hal pengawasan tersebut.
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Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan memberikan sanksi yang
tegas pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase
25%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan
presentase 75%, dan pegawai-yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang
menjawab. Jadi pada item pertanyaan memberikan sanksi yang tegas pegawal
menyatakan “cukup terlaksana”, <Hal ini dikarenakan sanksi yang dibuat tapi tidak

sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh
responden pegawai terhadap indikator karakteristik para pelaksana berada pada
kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 6-orang dengan presentase

75% dari keseluruhan tanggapan responden yang herjumlah 8 orang.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Paya Rumbai Bapak

Rosman Yatim, Senin 11 Maret-2019 beltau'mengatakan :

“Dalam menjalankan kebijakan peraturan desa tentu perlu-nya pengawasan demi
berjalannya kebijakan yang sudah dibuat. BPD bersama aparatur desa lainnya
ikut serta alam pengawasan kebijakan tersebut. Dan sesuai isi perdes yang telah
dibuat tentunya ada sanksi yang didapat bagi pelaku penyentruman. Sanksi-
sanksi itu berupa denda ™.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sudah dibuat sanksi bagi yang
melakukan penyetruman tetapi kenyataan yang terjadi sanksi dibuat tapi tidak
dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang telah dibuat. Kesimpulan dari
peneliti peraturan desa yang telah dibuat memang bagus seharusnya peraturan

tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karna sebagain masyarakat Paya
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Rumbai adalah nelayan sehingga dapat menurunkan pendapatan dari masyarakat

itu sendiri.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden

Jumlah

pada pertanyaan Jelasnya fung

ung jawab masing-masing pelaksana,
masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan
presentase 6%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 17 orang dengan
presentase 34%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 30 orang dengan
presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab

masing-masing pelaksana, masyarakat nelayan menyatakan “Tidak terlaksana”.
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Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui betul siapa aparatur desa yang
melakukan pengawasan serta di dalam isi perdes pun tidak dijelaskan.

Untuk item penilaian kedua pada memberikan sanksi yang tegas,

masyarakat nela : jawa aksan )3 dengan presentase

.Q g‘ p terlaksana

responden arak 03 are para pelaksana
berada pada k dak-terlaksana”. yakni ' -rata 25 orang dengan

presentase 50% dé : ngberjumlah 50 orang.

kelapangan serta tidak ada nya kelompok khusus yang dibentuk untuk melakukan
pengawasan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ialah Sikap penerimaan atau penolakkan dari para
pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena
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kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan warga setempat yang mereka

rasakan. Maksudnya disini ialah sikap para pelaksana kebijakan dari aparatur desa

terkait dengan p

dibua

n isi kebijakan dan

harus e ekitarnya.
Untuk responden I Desa Paya
R o
Rumbai t n indi 5( i tabel berikut
ini:
Tabel V.1 den wali Paya Rumbai
n tor Si Pelak:
No It tanya, [ Kategori Peni Jumlah
1 | pembe da 8
sesuai eraturffl9 * %)
Desa No 09 0
tentang laran ANB R
menyetrum«da 3
ikan
2 | Masyarakat" jug ST 8
berpartisipasi
mengawasi  pe
kebijakan.
Jumlah 8 16
Rata-Rata 4 4 8
Presentase 50% 50% 100%

Sumber : Data Olahan 2019

terhadap indikator sikap pelaksana dengan

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai

item penilaian pertama pada

pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun

2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab
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terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 37,5%, pegawai yang menjawab
cukup terlaksana 5 orang dengan presentase 62,5%, dan yang menjawab tidak
terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan pemberian sanksi
sudah sesuai dengan Peraturan. Desa No..09 Tahun 2019 tentang larangan
menyetrum dan meracun ikan, pegawal menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam
hal ini dalam pemberian sanksi, belum:sestiaisdengan peraturan desa yang dibuat
dikarenakan dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda
10 juta jadi pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan.
Karna sanksi yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut
berpartisipasi .dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, pegawai yang
menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 27,5%, pegawai yang
menjawab cukup terlaksapa 5 orang dengan \presentase62,5%, dan yang
menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan
Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan,
pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini masyarakat juga ikut aktif dala

melakukan pengawasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh
responden pegawai terhadap indikator sikap pelaksana berada pada kategori
“Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase 50% dari

keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa

Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :
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“Dalam pemberian sanksi sudah sesuai dengan karna terbukti beberapa
masyarakat yang pernah tertangkap di sanksi dengan denda yang sesuai dengan
perdes berlaku. Serta masyarakat juga ikut berpartisipasi secara tidak langsung
bahkan diminta oleh pemerintah desa agar masyarakat wajib ikut berpartisipasi
dalam melakukan pengawasan tentang kebijakan perdes yang telah dibuat”.

enda sebesar Rp.
saya ketahui

erasa kasihan

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden
masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sikap

pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.12 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai
Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah
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terlaksana sebanyak 30 orang dengan presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan
pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang
larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “tidak
terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku

penyetruman ikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat.
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Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut
berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, masyarakat nelayan
yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 40%, yang
menjawab cukup.terlaksana 20-erang dengan. presentase 40%, dan yang menjawab
tidak terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item
pertanyaan Masyarakat juga ikut:berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan
kebijakan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”. Hal“ini dikarenakan
masyarakat merupakan yang paling aktif dalam melakukan pemantaun terutama

nelayan karna mereka lebih mengetahui dan melihat apa yang terjadi dilapangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang-terbanyak dijawab oleh
responden masyarakat nelayan terhadap indikator sikap pelaksana berada pada
kategori “Tidak Terlaksana” yakni dengan rata-rata 20 orang dengan presentase

40% dari keseluruhan tanggapan responden yang\berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini dalam
pemberian sanksi belum ‘sesuai dengan peraturan desa yang dibuat dikarenakan
dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrumsikan dengan denda 10 juta jadi
pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi
yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut tidak
berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak sanggup untuk
membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat peringatan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dimkasud disini yaitu Koordinasi merupakan

mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik
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koordinasi komunikasi dianatar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk

terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi perlu dilakukan agar terjalinnya

kerja sama yang b U 1€ den yakni pegawai di

ey
Kantor D . “H“ ka "
tabel berikut in
Pl

dilihat pada

_l
QD
8
<
[
N\ B8 )
2
QD
Py
[
S
8,

No r Jumlah
»

1 sanaar 8
peatr
A

2 & an deng 8

Rata-Rata

Presentase

pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian
pertama pada pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang
larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab terlaksana
sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang menjawab cukup
terlaksana 6 orang dengan presentase 75%, dan yang menjawab tidak terlaksana

tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi
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terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai
menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan tetapi masih
kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya sekali dilakukan supaya
lebih memahami_apa isi dari peraturan tersebut:

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Keterkaitan dengan
pemerintah desa Dusun atau,-RT/RW,Spegawal yang menjawab terlaksana
sebanyak ‘6 orang.derngan presentase 75%, pegawai yang menjawab cukup
terlaksana 2 orang dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana
tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Keterkaitan dengan
pemerintah desa Dusun atau RT/RW pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam
hal ini koordinasi yang dilakukan sudah tercapai antara kepala dusun dan Rt/Rw
setempat terkait dengan pengawasan bagi masyarakat yang melakukan

penangkapan ikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh
responden pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi berada pada
kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase

50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa

Paya Rumbal, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :

“setiap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa, masyarakat wajib
mengetahui isi dari peraturan tersebut demi berjalannya pertauran yang sudah
dibuat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tentunya bertujuan
baik, jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa akan selalu
mendapat dukungan dari masyarakat desa. Usaha yang selalu dilakukan
pemerintah desa yaitu dengan cara sosialisasi. Setiap kebijakan yang dibuat
tentunya akan disosialisasikan erlebih dahulu kesemua perangkat desa”.
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Berdasarkan hasil observasi penulis tujuan sosialisasi tersebut agar

masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, itu supaya masyarakat

desa har

masyarakat leb

Sela i Jggapan responden
masyarakat

pelaksana dz

Tabel V.14

No Jumlah
1 50
menyetrum dan
meracun ikan i
2 | Keterkaitan dengan 26 50
pemerintah desa Dusun | (20%) (28%) (52%)
atau RT/RW
Jumlah 20 44 36 100
Rata-Rata 10 22 18 50
Presentase 20% 44% 36% 100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat

nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian
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pertama pada pertanyaan Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan desa tentang
larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab

terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup

masyarakat ne nenyatak: J al ini sosialisasi

dilakukan tetap k semua mé 3 g dalam pelaksanaan

sosialisasi terse

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh
responden masyarakat nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi
berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 22 orang
dengan presentase 44% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50

orang.
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Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini sosialisasi
dilakukan tetapi masih kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya

sekali dilakukan supaya lebih memahami apa isi dari peraturan tersebut. Serta

tidak semua .- nghadirinya aksanaan sosialisasi
SNt 'o..

Maksudnya peran masya : ai tujuan dari
kebijakan ters
Kantor Desa Paya R ) an indi .. dapat dilihat pada

tabel beriku

sa Paya Rumbai

Tabel V.15
i al, dan Politik

No Jumlah
1 8
2 | Adanya tanggapan positif 8
dari masyarakat serta (37,5%) -
mengetahui adanya
peraturan desa tentang
larangan menyentrum
dan meracun ikan.
Jumlah 12 4 - 16
Rata-Rata 6 2 - 8
Presentase 5% 25% - 100%

Sumber : Data Olahan 2019
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Dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa tangggapan responden responden
pegawai terhadap indikator Lingkungan Ekonomi dan sosial dengan item

penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan

pegawai ya aks : 4 paik terjalin antara
aparatur de:

Unt em penilai _- -_ 3 a tanggapan positif
dari masyarakat se e :‘- _.‘:: Ira tang larangan
menyentrum d ; i : ak aksana sebanyak 5
orang denga esenta 5%, pe ai Va je up terlaksana 3

orang dengan pre : ak terlaksana tidak ada

masyarakat dengan adanya peraturan tersebut sangat mendukung dengan baik
supaya tidak ada lagi yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap

sentrum.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh

responden pegawai terhadap indicator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
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berada pada kategori “Terlaksana” yakni dengan rata-rata 6 orang dengan

presentase 75% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa

Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa :

“hubungan pemerintah desa denganmasyarakat lingkungan desa payarumbai itu
tidak bisa di pisahkan tetap akantselalusada hubungan terjaga nya hubungan
antara pemerintah desa:dengan masyarakat ‘lingkungan akan semakin mudah
melakukan pengawasan” tentang kebijakan yang sudah dibuat.-Dan masyarakat
desa paya rumbai sangat mendukung karna kebiajkan yang dibuat oleh
pemerintah desa semata-mata bertujuan untuk kepentingan bersama .

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa dilihat dari segi
lingkungan, dengan masyarakat melakukan penangkapan .ikan dengan alat
sentrum atau racun membuat ekosistem sungai rusak. Dilihat dari segi ekonomi
dengan adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan alat
tangkap sentrum dan ‘racun. /membuat -<nelayan tradisional berkurang
pendapatannya karna alat sentrum dan racun tersebut tidak hanya ikan besar saja
yang mati tapi ikan kecil juga. Di lihat dari segi sosial koordinasi atau kerjasama
harus lebih ditingkatkan .agar tidak ada lagr-masyarakat atau nelayan yang

melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.

Kesimpulan dari peneliti perlu adanya ketegasan dari pemerintah desa
supaya menjalankan apa yang telah di buat karna dilihat dari aspek ekonomi

lingkungan dan sosial sangat berpengaruh.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden
masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indicator

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.16 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai

Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah
T CT TT

1 | Adanya hubungan yang 20 26 4 50
baik dengan masyarakat (40%) (52%) (8%)

2 | Adanya tanggapan positif 30 10 10 50
dari masyarakat serta (60%) (20%) (20%)
mengetahui adanya
peraturan desa tentang
larangan menyentrum
dan meracun ikan
Jumlah 50 36 14 100
Rata-Rata 25 18 7 50
Presentase 50% 36% 14% 100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat
nelayan terhadap indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan item
penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan
masyarakat, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang
dengan presentase 40%, yang menjawab cukup terlaksana 26 orang dengan
presentase 52%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 4 orang dengan
presentase 8%. Jadi pada“item pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan
masyarakat, masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”.

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Adanya tanggapan positif
dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan
menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana
sebanyak 30 orang dengan presentase 60%, yang menjawab cukup terlaksana 10
orang dengan presentase 20%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10

orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan Adanya tanggapan
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positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan

menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh

responden ma ekonomi, social dan
politik 25 orang
dengan p oerjumlah 50
orang.
ini

tanggapan at mendukung
dengan bai an dengan alat
tangkap se
Tabel V.17 Reka asi Ta N Res ega ada Kantor Desa

2 Rum : : i Peraturan-Desa No 9 Tahun

cun kan Di Sungai )
abupaten Indragiri

No Jumlah
1 | Sumberdaya 8
2 | Karakteristik Para 2 6 - 8
Pelaksana (25%) (75%)
3 | Sikap Pelaksana 4 4 - 8
(50%) (50%)
4 | Komunikasi 4 4 - 8
AntarOrganisasi (50%) (50%)
5 | Lingkungan Ekonomi, 6 2 - 8
Sosial dan Politik (75%) (25%)
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Jumlah 19 21 - 40

Rata-rata 3 5 - 8

Presentase 38% 62% - 100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan. tabel” V.17 diatas diketahui bahwa tanggapan responden
pegawai pada kantor desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi
Peraturan Desa No 9 Tahun2015°( Studi Larangan:menyetrum Dan Meracun Ikan
Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu,
sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item
penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan
prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi
dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas.
Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan
peraturan desa no09 tahun 2015,tentang larangan.menyentrum dan meracun ikan,
masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan sosialisasi
terhadap peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan,
keterkaitan dengan pemerintahdesa dusunatau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi
dan sosial dengan item penilaiannya, adanya hubngan yang baik dengan
masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyyarakat serta mengetahui adanya
peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata
dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana” dengan rata-rata sebanyak

3 dengan presentase 38%, yang menjawab “cukup terlaksana” dengan rata-rata 5
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dengan presentase 62%, dan yang menjawab “tidak terlaksana” tidak ada

yangmenjawab.

Berdasarkan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik

terutama pa kup terlaksana

berada padz r karakteristik
para pelaksana \ g menjawe te - ada pada skala

pengukuran

lingkungan ekonomi da ak p terlaksana berada pada

. %‘ e

skala 25% atau 2 orang dari K asponden pegawai yang berjumlah 9

orang.
Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan Responden Tentang

Tanggapan Responden masyarakat nelayan di desa paya rumbai Tentang

Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan
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Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawabh ini :

Tabel V.18 Rekapitula

i Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa

n Ikan Di Sungai )

IR

No

Lingku
Sosial da

Jumlah 250
Rata-rata 50
Presentase 100%

Berdasarkan tabel V.18 dia etahui bahwa tanggapan responden
masyarakat nelayan desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi
Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan
Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu,
sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item

penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan

prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi
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dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas.
Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan
peraturan desa no 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan,
masyarakat juga.ikut berpartisipasi dan juga.mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan. sosialisasi
terhadap peraturan desa tentang? laranganmenyentrum dan meracun ikan,
keterkaitan dengan pemerintah desa dusun atau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi
sosial dan politik dengan item penilaiannya, adanya hubngan yang baik dengan
masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyyarakat serta mengetahui adanya
peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata
dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana’ dengan. rata-rata sebanyak
14 dengan presentase 28%, yang menjawab “cukup terlaksana’ dengan rata-rata
20 dengan presentase 40%,-dan yang menjawab <‘tidak terlaksana” dengan rata-

rata 16 orang dengan presentase 32%.

Berdasarkan. teknik pengukuran _peneliti dengan menggunakan teknik
pengukuran presentase ‘maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini
dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 40% berada pada kategori “Cukup
Terlaksana” dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor
09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai
(Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)
cukup terlaksana terutama pada indicator sumberdaya, responden yang menjawab
cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 56% atau 28 orang, untuk

indikator karakteristik para pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana
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berada pada skala pengukuran 32% atau 16 orang, untuk indikator sikap pelaksana
responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 30%
atau 15 orang, untuk indikator komunikasi antarorganisasi responden yang
menjawab cukup.terlaksana berada pada skala.pengukuran 44% atau 22 orang dan
untuk indicator lingkungan ekonomi sosial dan politik yang menjawab cukup
terlaksana berada pada skala 36% fatau =18 jorang dari keseluruhan responden

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang.

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang
ImplementasiPeraturan Desa. Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan
menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa-Paya rumbai Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) penulis mengambil Kesimpulan bahwa
dengan ada Peraturan Desa No 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan
meracun ikan ada bagusnya muntuk masyarakat, di desa paya rumbai apa lagi
sebgaian besar dari masyarakat paya rumbai adalah nelayan. Tetapi setiap
kebijakan yang telah dibuat harus dijalankan sesuai dengan isi peraturan tersebut.
Di contohkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas supaya ada efek jeranya.
Kalau hanya sekedar menyit alat tangkap dan diberi surat peringatan itu tidak
akan memberikan efek jera bagi pelaku. Karna alat tangakap yang sudah disita
tersebut masih bisa dibuat lagi. Karna di dalam peraturan desa dijelaskan bagi
yang melakukan penyetruman ikan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan
Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan.
Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku penyetruman

ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. Alasan kenapa setiap pelaku yang
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ketangkap tidak diberi ssnksi sesuai perdes dikarenakan para pelaku tidak snaggup
untuk membayar denda tersebut. Seharusnya para pembuat kebijakan tetap harus

menegakkan peraturan yang telah dibuat tersebut. Kalau tidak dijalankan sampai

Nomor 09
n lkan Di
Kabupaten

Sosialisasi itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa
yang dibuat oleh pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa
adanya sanksi yang tegas pelaku akan tetap melakukan penangkapan
dengan alat tangkap sentrum tersebut yang akan dapat merusak ekosistem

sungai.
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. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa kegiatan menyentrum

itu akan mengahancurkan populasi ikan bahkan dampak 1 sampai 5 tahun

kedepannya.

. Perilaku .n
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

penulis mengambil kesimpulan da aran untuk bahan masukkan bagi pihak

terkait terutama bagi perangkat desa di kantor desa paya rumbai sebagai berikut :

5. Untuk indikator sumberdaya untuk responden pegawai berada pada
kategori cukup terlaksana dan untuk responden masyarakat nelayan berada
pada kategori cukup terlaksana. Dilihat dari sumber daya yang melakukan

pengawasan dan ketika alat tangka gg  pabila ketahuan melakukan
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penangkapan dengan alat tangkap sentrum tersebut sudah cukup terlaksana
tetapi harus lebih ditegaskan lagi karna alat yang sudah di sita bisa dibuat

lagi.

g "'. |
5
an e
C ﬁ

/|
v/
| g‘_.

yang telah dibuat belum berjalan dengan baik atau tidak tegas. Terlihat
dalam memberikan sanksi belum sesuai dengan peraturan yang telah
dibuat. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku
penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. dalam peraturan
tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi pelaku

tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi
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yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut

tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak

sanggup untuk membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat

berada pada kategori terlaksana. Dilihat dari lingkungan sekitar desa paya
rumbai masyarakat menerima dengan adanya peraturan tersebut agar tidak
ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan
dengan alat tangkap sentrum. Seharusnya dengan adanya dukungan dari
masyarakat sekitar peran pemerintah desa harus aktif dalam melaksanakn

peraturan tersebut supaya apa yang menjadi tujuan tercapai.
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10. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pegawai kantor desa paya
rumbai dengan kuesioner dan wawancara tentang analisis Implementasi

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan

ecamatan Seberida

11. Dari tabe : :. : elayan desa paya

40% dari 50 responden.
12. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Desa No
9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai )
Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yaitu
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena ini

adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di
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lapangan. kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi itu perlu

dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa yang dibuat oleh

pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa adanya sanksi yang

pengawas dalam melakuka gawasan agar tidak ada lagi pelaku
penyentruman dan meracun ikan.

2. Dilihat dari indikator karakteristik para pelaksana kurang nya pemahaman
tentang peraturan desa tersebut bisa dilihat peraturan tersebut kurang

dilaksanakan. Seharusnya sebagai aparatur desa dalam pembuatan

kebijakan, kebijakan yang dibuat tersebut harus dipahami lebih mendalam
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agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Serta
masyarakat juga harus berperan dalam hal melakukan pengawasan.

Dilihat dari indikator sikap para pelaksana kelemahannya yaitu peraturan
yang telah«dibuat tidak-dijalankan sebagai mana mestinya. Seperti sanksi
yang diberikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat kurang
tegasnya dalam pemberian’sanksi: /Seharusnya dalam pemberian sanksi
harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan harus lebih tegas
supaya pelaku yang melakukan penagkapan dengan alat tangkap sentrum
supaya lebih jera dan tidak mengulanginya lagi, karna kalau hanya alat
tangkap di sita atau dikasi surat peringatan tidak akan ada efek jeranya
karna alat yang disita masih bisa dibuat lagi. Serta denda yang dibuat tidak
efektif seharusnya bagi para pelaku biar ada efek jera dibuat sanksi
kurungan selama 1~atau 2 bulan. Kalau denda uang 10 juta sampai
kapanpun sanksi tersebut tidak akan terlaksana.

Dilihat dari indikator komunikasi antarorganisasi Dalam pelaksanaan
sosialisasi masih kurang dilakukan dapat dilihat setelah di buat peraturan
tetapi masih ada juga masyarakat.yang melakukan penangkapan ikan
dengan alat tangkap sentrum dan racun seharusnya sosialisasi lebih di
tingkatkan. Selain itu di buat juga pengumuman atau baliho larangan
menyentrum dan meracun ikan di sungai agar masyarakat lebih
mengetahui tentang larangan tersebut.

Dilihat dari indikator lingkungan ekonomi dan sosial kelemahannya itu

masyarakat masih kurang paham tentang bahaya nya memakai alat
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tangkap sentrum dan racun seharusnya Perlu adanya motivasi kepada
masyarakat akan kerusakan lingkungan dan menghacurkan ekosistem

sungai dengan menggunakan alat tangkap sentrum dan racun. dan Perlu

a dengan Dusun atau

‘ ‘ ‘E‘,\‘\ .‘?6 au nelayan
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